SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa sebagai pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam  menerapkan sistem = akuntansi
pemerintah berbasis akrual telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan dan sesuai perkembangan hukum,
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten  Sumedang Tahun 2016 Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan pengungkapan, metode perpetual, kapitalisasi
belanja menjadi aset tetap, aset donasi, dan penghentian
penggunaan dan pelepasan aset tetap BAB III Lampiran
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 43), diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd
HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 122
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAS;?N HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. a. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:
(1) Metoda Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang
masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu
ter-update. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan
yang berkaitan dengan operasional utama perangkat daerah dan
sifatnya berkelanjutan serta membutuhkan kontrol yang besar,
seperti obat-obatan di rumah sakit umum daerah dan dinas yang
membidangi urusan kesehatan, blanko kependudukan di dinas
yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan
sipil, pupuk di dinas yang membidangi urusan pertanian dan karcis
di SKPD pengelola pendapatan.

2. f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:

(a) sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk:
(1) peralatan dan Mesin; atau
(2) aset tetap renovasi peralatan dan mesin.

(b) sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah), untuk:
(1) gedung dan bangunan; atau
(2) aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

k. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria
berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai
satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas, dicatat secara
terpisah dari daftar aset tetap (extra compatable), tetapi dicatat pada
Laporan Barang Milik Daerah.

3. 8.Aset Donasi/Hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TdSL) atau Corporate Social Responcibility (CSR).
a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi/hibah/TJSL) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Pendapatan donasi/hibah/CSR pada akuntansi berbasis akrual
disajikan di Laporan Operasional.
Realisasi pendapatan donasi/hibah/CSR sangat bergantung dari
keinginan/niat pemberi donasi/hibah/CSR untuk mengeksekusinya.
Komitmen dari pemberi donasi/hibah/CSR masih akan terlalu dini
untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat
merealisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di



luar control penerima donasi/hibah/CSR, kemungkinan besar tidak
dapat diestimasi terlebih dahulu serta tidak terlalu besar kekuatan
pemerintah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat
dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian
donasi/hibah/CSR adalah sejak ditandatangani Berita Acara Serah
Terima barang/jasa dan diakui sebagai aset donasi/hibah /CSR bagi
entitas penerima.

b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan
non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan oleh 1 (satu) unit pemerintah daerah tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan aset tersebut akan sangat andal bila didukung
dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum seperti
adanya akta hibah atau BAST.

c. Donasi/hibah/CSR yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk
surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai
nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi
donasi/hibah/CSR dan Pemerintah untuk dicatat di dalam
Pendapatan Hibah-LO.

d. Tidak termasuk aset donasi/hibah/CSR apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada
pemerintah daerah. Sebagai contoh suatu perusahaan swasta
membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan
kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan
aset tetap dengan pertukaran.

e. Apabila perolehan aset tetap dari sumbangan donasi/hibah/CSR
memenuhi kriteria aset donasi/hibah/CSR maka perolehan tersebut
diakui sebagai pendapatan operasional dan menambah aset tetap
entitas penerima sedangkan penyerahan aset tetap berupa sumbangan
(donasi/hibah) diakui sebagai beban operasional dan mengurangi aset
tetap entitas pemberi.

f. Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa pendapatan donasi/
hibah/CSR berbentuk uang/kas maka dapat disetor ke Kas Daerah,
dapat digunakan untuk kegiatan tahun berikutnya sepanjang sesuai
perjanjian donasi/hibah/CSRnya, atau dikembalikan kepada pemberi
donasi/hibah/CSR dalam hal naskah perjanjian hibah yang
menyatakan demikian.

g. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, transaksi
donasi/hibah/CSR juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan
atas laporan Keuangan (CalLK) sehingga dapat memberikan semua
informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan dan belanja
donasi/hibah/CSR yang diterima/dikeluarkan.

4. 16. Penghentian Penggunaan Dan Pelepasan Aset Tetap
a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Aset Tetap dapat dihentikan dari penggunaannya apabila
suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir. Maka
aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat
ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif,



maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokan
sebagai aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap
tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah
direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari
neraca.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di
masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap
tersebut dikeluarkan dari neraca.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim
disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD,
pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD
yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara :

1) dijual;

2) dipertukarkan;

3) dihibahkan; atau

4) dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan,
maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari
neraca.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan
dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen
penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset
tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah
diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai
tindak lanjut  persetujuan  hibah. Aset tetap yang
dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal
negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan
penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku
aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih
antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku
aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit
penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada
Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan
dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses
pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal
negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari
pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya
beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi
penyertaan modal negara/daerah.



c. Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah
diterbitkannya  penetapan oleh pimpinan entitas yang
bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui
apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya
tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai
buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset
hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi,
maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan
reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap
hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).

Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada
perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi
menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi
menjadi beban.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



